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A

URGENSI SATU DATA

Program Kegiatan saat ini belum mengacu pada Undang-

Undang No. 23 Tahun 2014

Terdapat perbedaan dalam penyajian kode dan
nomenklatur Program Kegiatan, organisasi dan rekening
dikarenakan masih diberikan kebebasan dalam
melakukan penambahan versi masing-masing Pemda

Terdapat perbedaan dalam penyajian struktur APBD
dalam penganggaran dengan struktur APBD dalam
laporan keuangan sehingga masih dibutuhkan adanya
konversi

Sulitnya Pemerintah dalam menyajikan data statistik
kinerja dan keuangan pemerintah daerah secara nasional

€.

Pemda belum seluruhnya mengoptimalkan penggunaan
sistem informasi sebagai bagian dari Sistem
Pengendalian Intern (SPI) untuk memenuhi kebutuhan
akuntabilitas & transparansi pemerintahan menuju Open
Government Indonesia (0GI)

Database bersifat lokal di masing-masing pemerintah
daerah dengan kodefikasi program dan kegiatan yang
bervariasi sehingga cukup sulit dalam proses sinkronisasi
dan harmonisasi pembangunan pusat dan daerah

Tingginya variasi sistem informasi yang digunakan
pemerintah daerah dalam fase perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban
serta pelaporan.

Tingginya belanja Teknologi Informasi yang belum saling

terhubung, sehingga tidak efisien dan efektif (total belanja
TIK Pusat dan daerah tahun 2014-2016 sebesar 12,7 Triliun




- Contoh: Program dan Kegiatan Tidak Sesuai UU No.23 Tahun 2014

UU 23 TAHU 2014

Pasal @ ayat (4)
Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah
menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 260 ayat (1)

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana
pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 258

U Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan
pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja,
lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan publik dan daya saing Daerah.

U Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan perwujudan dari pelaksanaan  Urusan
Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai
bagian integral dari pembangunan nasional.

* Pasal 282

L Penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD.

U Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan
atas beban APBN.

U Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang meniqdi kewenqngqn Daerah
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara

terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).




SUB BIDANG PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 2 3 4 S
S. Bahan Berbahaya dan |a. Pengelolaan B3. Pengumpulan limbah B3 a. Penyimpanan sementara
Beracun (B3), dan | b. Pengelolaan limbah B3. lintas Daerah kabupaten/kota limbah B3.
Limbah Bahan dalam 1 (satu) Daerah b. Pengumpulan limbah B3
Berbahaya dan Beracun R
(Limbah B3) P . dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota.
7 = N
URLSANBIDANG INDIKATOR
URUSANEIOANG INDIKATOR NO KODE URUSANPROGRAMKEGIATANI SUB.  PROGRAMIKEGLATANISUB
NO KOOE URUSANPROGRAWKEGIATAN/ SUB PROGRAMKEGIATANSUB KEGIATAN KEGIATAN
KEGIATAN KEGIATAN s
‘ { = 1 2 4
»—Ll R .—P AT LULAT | . _{!_ l 205166 Pengeolaan B3 dan Limbah B3
Terlarsananya pemantauan dan
% Penanganan Sampah . .
_ pembinaan pengeloiaan fimbah B3
Kabupaten/Kota {Katviou)

Teknis pengeloaan sampah dan

?Z,“Zi"gfg U Daerah melaksanakan program/kegiatan yang bukan

- ' kewenangannya;

0 Penggabungan dua sub urusan yang sifatnya berbeda
(Persampahan dan Limbah B3);

0 Pusat (Bangda & KLHK) kesulitan menentukan target

{tan) capaian Daerah.

(%) _ |
001 I Pengembangan Fasiltas Tekhns
Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
I Jumish lokasi pengembangan fasitas KONDISI DI DAERAH DAN PERMASALAHAN

i Penfdolaan Limbah &3

— — ] urlah Litabah B2 yang diksiola
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2.08

LINGKUMNGAN HIDUP

1. | 2.05-0:015

2 050015 004

2.06-0015.003

Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan
Berbahaya Beracun, Pengendalian

KONDISI DI DAERAH

Pencemaran dan Kerusakan

Kegialan pengendalian pencemanan
linsggkeunnpan Fidug

Eegiatan pengendalian kenisakan

>

URUSANBIDARMNG
NO KODE URUSANPROGRAMIKEGIATAN SUB
KEGIATAN
1 2 3 |
I I I
7.J 2080016 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

—_——————

U Leveling Program dan kegiatan tidak
seragam
L Nama Program berbeda tiap daerah

U Kode Program berbeda tiap daerah

liregk b
ingkungan Fedup J.l PERMASALAHAN

U Bagaimana menyusun database
dengan variasi yang beragam di
tiap daerah?

Q Jika tidak disusun database,
bagaimana mengetahui capaian
pembangunan daerah pada setiap

urusan pemerintahan?
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PROGRAM
PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN
SISTEM IRIGASI

Pengembangan Jaringanl
Irigasi

2.
Pembangunan
Manusia dan

Pengentasan
Kemiskinan

1.1L
Meningkatnya
Derajat
Kualitas SDM

DIY

1 URUSAN WAJIB
PELAYANAN
DASAR
1.03 PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
I 1.03.21 Pengelolaan I
Jaringan Irigasi
l— Dan Air Baku ]
I p—— I

1
1 3] 1 3/ 2 70 Program Pengelolaan Jaringan Irigasi WS. Cimanuk-Cisanggarung I
(o || —— OO Do S| M— Ty f— 'mkatﬁ/a Ketersediaan Ail
PemeliharaanJaringan Irigasi Wilayah  |Konektivitas Wilayah |untuk Menunjang Produktivita:
Sungai Cimanuk-Cisanggarung Ekonomi dan Domestik
D Bagal mana m enyusu n 1| 3| 1| 3| 2| 70| 101|Kegiatan Penunjang IKSIWS. Cimanuk- |Infrastruktur Meningkatnya Ketersediaan Ail
d atabase d en g an Cisanggarung Konektivitas Wilayah - [untuk Menunjang Produktivita:
. . . Ekonomi dan Domestik
tingkat variasi kode
. 11 3| 1| 3| 2| 70| 102(Kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi Infrastruktur Meningkatnya Ketersediaan Ail
yang Ju m Iah nya sama Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung |Konektivitas Wilayah  [untuk Menunjang Produktivita:
d en g an J um I ah (DAK) Ekonomi dan Domestik
dae rah? 11 3| 1| 3| 2| 70| 103|Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi  |Infrastruktur Meningkatnya Ketersediaan Ail
pada Wilayah Sungai Cimanuk- Konektivitas Wilayah - [untuk Menunjang Produktivita:
Cisanggarung Ekonomi dan Domestik
1| 3| 1| 3| 2| 70| 104|Pengelolaan daerah Irigasi partisipatif di|Infrastruktur Meningkatnya Ketersediaan Ail
WS. Cimanuk-Cisanggarung melalui Konektivitas Wilayah  [untuk Menunjang Produktivita:
Prmra&lPDMlP Ekonomi dan Domestik
I — I I I I I P I
1 3/ 1 32 7 Program Pengelolaan Jaringan Irigasi WS. Citanduy
(| D SERRDS | (TSSOSO Se— strU— ngl&tnya Ketersediaan Ail
Damaliharaan lavimman Irimaci Whlavabh Vanaltisitae Wilava b vimtols Maniimiana Deadol4iisa,

KONDISI DARI 3 DAERAH

O Kode Program berbeda tiap

daerah

O Nama program berbeda tiap

daerah

O Pola penyusunan program tidak

terstandar




' DASAR HUKUM

UU 23 TAHUN 2014

Pasal 258

O Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan
pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja,
lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan publik dan daya saing Daerah.

O Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai
bagian integral dari pembangunan nasional.

Pasal 260 ayat (1)
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun
rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Jika Pembangunan Daerah
merupakan perwujudan pelaksanaan
urusan pemerintahan, maka yang
disebut  sebagai  perencanaan
pembangunan daerah merupakan
rencana  pelaksanaan  urusan
pemerintahan

Jika daerah menyusun rencana
pembangunan  sesuai  dengan
kewenangan yang dimilikinya, maka
daerah  rencana  pembangunan
daerah yang dibiayai melalui APBD
hanya memuat aktifitas menjadi
kewenangannya.

Bagaimana jika permasalahan daerah
ataupun visi dan misi daerah tidak
dapat dicapai/diselesaikan  hanya
dengan kewenangan yang dimilikinya?

Pasal 259 menjawab dengan
koordinasi teknis, dimana tingkatan

pemerintahan yang lain
melaksanakan aktifitas
pembangunan sesuai

kewenangannya untuk mendukung
penyelesaian permasalahan

daerah ataupun pemenuhan Vvisi
dan misi kepala daerah

KONSEP DASAR SINKRONISASI




KEMENTERIAN DALAM NEGERI

: *
° 1 Data Satu Sist
Later Belakang Satu Date Satu Sistem
Jumlah Program, Kegiatan, dan SKPD KEBUTUHAN SAAT INI
* Keharusan adanya akun tunggal
dalam pengaturan pengelolaan
_ pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran
44« Tidak ada lagi i t
250 . 5000 300 5oy < IdAK add lagl proses mapping dntard
215 214 223 4500 4386 264 265 A
- 1000 250 = pengelolaan  pelaksanaan dan
175 <
161 164 3500 200 S Pelaporan Anggaran
e 3000 — , ~< ¢ Keharusan dalam pengaturan  akun
2500 2289 150 <
100 2000 = lebih rigid dan ketat namun dinamis
100 .
1500 B 066 004 009 - . . * Keharusan adanya mekanisme
50 1000
500 I I I 0 l I I peremajaan akun /update akun
0 0 0 sehingga lebih fleksibel
N Prov. EKab./Kota Prov. EKab./Kota Prov. EKab./Kota
Rerata jumlah Program di Provinsi mengalami Terdapat penurunan yang signifikan pada Terdapat perbedaan jumlah SKPD yang ° Close List quqn Akun (Te”UfUp pqdq level
peningkatan sementara di Kab. /Kota rerata jumlah kegiatan di tingkat Provinsi, signifikan antara provinsi dan ferfenfu)
mengalami penurunan (meskipun fidak sementara di fingkat Kabupaten/Kota kabupaten /kota. . . .
signifikan). relatif stabil di kisaran 1000 kegiatan per y Kode akun bersifat unik dan uraian akun
daerah.

bersifat rigid
Dinamis terhadap perubahan baik kebijakan

SIFAT

dari atas kebawah maupun dari bawah
keatas

* Mudah untuk proses konsolidasi dan proses
pembuatan laporan
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PMDN 70
Tahun 2019

"= 1. RPMDN Pedoman
Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah




Pasal 293 & Pasal 330

““Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

UU 23/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”

Pasal 223

Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

(1)

2]

Diundangkan tanggal 12 Maret 2019

Pasal 224

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor
538 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini.

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini
harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung
sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.



Perubahan Strukiur APBD
| PENDAPATAN | BELANJA | | PEMBIAYAAN |

Pendapatan Asli Daerah Penerimaan Pembiayaan

> Ll Heln BAD iy Sl : Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
. Bantuan Sosial

> Pajak Daerah > B.Pegawai > SiLPA
» Retribusi Daerah > B FRIRIE e s » Pencairan Dana Cadangan
> B.B
» Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah unes » Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan
P > B. Subsidi
yg Dipisahkan » Penerimaan Pinjaman Daerah
» B. Hibah
> B _
>

HELEE Al UEAES Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai

> Transfer Pemerintah Pusat Ketentuan PUU

. M. Tanah
. Pengeluaran Pembiayaan
. M. Peralatan & Mesin

» Pembentukan Dana Cadangan

> Transfer Antar Daerah

Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah

. M. Gedung & Bangunan

V V V V V
W W W W W

> Hibah . M. Jalan, Jaringan & Irigasi » Penyertaan Modal Daerah
» Dana Darurat . M. Aset Tetap Lainnya » Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh
Tempo

» Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU

» Pemberian Pinjaman Daerah

Y
w

. Bagi Hasil » Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU

LRA

» B. Bantuan Keuangan



Perubahan Pengeloloan Keuda

Informasi keuangan daerah paling sedikit memuat informasi

penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan; 1. Pemda provinsi melakukan konsolidasi laporan keuangan
2. Informasi keuangan daerah harus mudah diakses oleh masyarakat Pemda Kab/Kota di lingkup daerah provinsi:
SN UEYID QISR €10 L EPE | e Gl L e el 2. Laporan konsolidasi disusun dan disajikan sesuai

3. Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi dikenakan
sanksi administratif

PEMDA WAJIB
MENYEDIAKAN INFORMASI
KEPADA MASYARAKAT

(Pasal 214)

Permendagri.

MENYEDIAKAN STATISTIK
KEUANGAN PEMDA (Pasal

1. Dalam menenuhi kewajiban penyampaian
informasi keuangan daerah, PA Menyusun dan
menyajikan laporan keuangan bulanan dan
semesteran;

2. Laporan keuangan disampaikan kepada kepada
Daerah melalui PPKD, kepada Mendagri dan
Menkeu

pendapatan daerah, pelaksanaan dan penatausahaan keuda,

1. Pemda wajib menerapkan SPBE dalam pengelolaan keuangﬁ
daerah;
2. Penerapan SPBE vyang terintegrasi paling sedikiti meliputi:
akuntansi dan pelaporan; dan pengadaan barang/jasa;
3. Dalam hal pemda tidak menerapkan SPBE dalam pengelolaan
Keuda, Menkeu melakukan penundaan atau pemotongan dana
transfer atas usul Mendagri.
PENERAPAN SPBE
DALAM PENGELOLAAN MENYAJIKAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD (Pasal 193)

penyusunan program dan kegiatan dari RKPD pemda,
KEUANGAN DAERAH Chan ge
o0

penyusunan renja SKPD, penyusunan anggaran, pengelolaan
(Pasal 222)



Sanksi Tidak Menyanmpaikan Informasi Publik

Pasal 215 ayat (1) PP No.12 Tahun 2019 Pasal 394 UU No.23 Tahun 2014

Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi keuangan sebagaimana 1.

dimaksud dalam Pasal 214 kenai Sanksi administratif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2.
Pasal 222 ayat (4) PP 12 Tahun 2019
Dalam hal pemda tidak menerapkan SPBE dalam pengelolaan Keuda, Menkeu
melakukan penundaan atau pemotongan dana transfer atas usul Mendagri. 3
4.

Informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat
(1), wajib diumumkan kepada masyarakat;

Selain diumumkan kepada masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Informasi keuangan daerah
wajib disampaikan kepala daerah kepada Menteri dan
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang keuangan sesuai ketentuan PP.;

Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi
pembangunan daerah dan informasi keuvangan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak
menyampaikan informasi keuvangan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi
administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk
Gubernur dan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat di daerah untuk bupati/ wali kota;

dalam hal sanksi teguran tertulis 2 (dua) kali berturut-
turut tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dikenai
sanksi berupa mengikuti program pembinaan khusus
pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan
oleh kementerian serta tugas dan kewenangannya
dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat
yang ditunjuk.
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Laporan Fiskal Pemerintah

Sebagai pertanggungjawaban

Laporan Manajerial
Laporan Keuangan Dalam rangka menyediakan informasi bagi stakeholders untgk

Sebagai pertanggungjawaban (Akuntabilitag) evaluasi serta pengambilan kebijakan fiskal

Laporan Fiskal
- - -
LKPD-K LKPK STATISTIK

LKPP LKPD 1. LKPK disusun melalui Konsolidasi Akuntansi antara
LKPP dengan LKPD. Cakupan LKPK adalah whole of
government (Pempus dan Pemda)

2.  LSKP (GFS) disusun melalui Konsolidasi Statistik
keuangan Pemerintah Umum (Pempus dan Pemda)
dengan statistik keuangan Korporasi Publik sehingga
menghasilkan Laporan Statistik Keuangan Sektor Publik;

3. Bukan merupakan alat pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran dan bukan merupakan obyek
pemeriksaan/audit.

* 1. Disusun menggunakan data transaksi
keuangan  berdasarkan  prinsip-
prinsip akuntansi;

2. Disusun dalam rangka
pertanggungjawaban (akuntabilitas)
pengelolaan keuangan;

3.  Objek pemeriksaan/audit

Sumber: DJPB Kemenkeu, 2020



Konsepsi Dasar

“menuju Satu Date Satu Sistem”

MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.

MENGELOLA KEUANGAN DAERAH

MERUPAKAN PERWUJUDAN DARI PEKAKSANAAN MERUPAKAN ~ BAGIAN  YANG  TIDAK |
URUSAN  PEMERINTAHAN  YANG  TELAH TERPISAHKAN  DARI  PENYELENGGARAAN
DISERAHKAN KE DAERAH (Pasal 258 ayat 2) URUSAN PEMERINTAHAN (Pasal 280 Ayat 1)
WUJUDNYA PEMDA SESUAI KEWENANGAN WUJUDNYA APBD DISUSUN SESUAI URUSAN DAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH BERUPA KEWENANGAN DAERAH (Pasal 282 Ayat 1)

RPJPD, RPJMD, DAN RKPD (Pasal 260 ayat 1)

HASIL @

HASIL PENGELOLAAN
@ KEUANGAN

KEWAJIBAN

KEPALA
DERAH MENYAMPAIKAN
LPPD, LKPJ DAN RLPPD
(PASAL 69 AYAT 1)

Kewajiban Kepala Derah
menyampaikan LPPD,
LKPj dan RLPPD (Pasal 69
ayat 1)

LPPD LAKIP

mencakup
(Pasal 69 ayat 2)

APBD

1. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019
2. Permendagri Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuda

PEMBANGUNAN RKPD |:> KUA DAN PPAS IZ>

Permendagri No. 86 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah No.13

Tahun 2019 ttg LPPD

KEWAJIBAN PEMDA MENYAMPAIKAN
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
1. Pasal 391 ayat (1) UU No.23/2014;

2. Pasal 395 UU No.23/2014 @

INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

INFORMASI KEUANGAN DAERAH

* Informasi prencanaan anggaran daerah

INFORMASI PEMERINTAHAN LAINNYA | <

<

* Data perencanaan pembangunan * Informasi pelaksanaan dan penatausahaan * Informasi LPPD A
daerah keuangan daerah e Informasi EPPD

* Analisis dan profil pembangunan daerah * Informasi akuntansi dan pelaporan keuangan e Informasi Perda

* Informasi Perencanaan pembangunan daerah « Dst
daerah * Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan

. Dst. keuangan daerah RPJMD dan RKPD digunakan sebagai

. . instrumen evaluasi penyelenggaraan
* Informasi barang milik daerah peny 99

pemerintahan daerah

Pasal 263 ayat (3) UU No.23/2014
Informasi Pemda dikelola dalam “SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH” (Pasal 391 ayat 2)

* Informasi keuangan daerah lainnya




Tahapan

klasifikasi, kodefikasi & nomenklatur
perencanaan pembangunan &
keuangan daerah merupakan pedoman
bagi  pemerintah daerah dalam
menyediakan dan menyajikan informasi
secara berjenjang dan mandiri berupa
penggolongan/pengelompokan,
pemberian kode, dan daftar penamaan
menuju  “SINGLE CODEBASE” untuk
digunakan dalam penyusunan
perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban,
serta pelaporan kinerja dan keuangan.

mendukung
penyelenggaraan
sistem informasi
pemerintahan
daerah

bgﬁujvzan
uhfuk
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Prrubahen Pengelolean Keuda

BAGAN AKUN STANDAR

Penegasan penggunaan bagan akun standar dalam mewujudkan statistik keuangan pemerintah dan laporan keuangan
yang terkonsolidasi, proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan

Bagan akun standar (BAS)

Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah Pasal 188

Pasal 185 PP 12 Tahun 2019 1.BAS untuk Daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan
AKUNTANST laporan keuvangan secqr.q lengkap. . -

PEMERINTAH 2.BAS untuk Daerah bertujuan untuk mewujudkan statistik kevangan dan

DAERAH Q laporan keuvangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang meliputi
‘ / '* |  "‘\ penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.
| KEBIJAKAN ' = K 3.BAS untuk Daerah diselaraskan dengan BAS Pemerintah Pusat, yang
AKUNTANSI i ‘\\‘1. 1 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

PEMERINTAH DAERAH&
i —S Pasal 188 PP 12 Tahun 2019

Dilaksanakan Oleh Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan




( PP Nomor 12 1

' Tahun 2019
j Kebijakan
Akuntansi
Penyajian Laporan Keuangan Pemda
Penyajian Konsolidasi Laporan Keuangan SAPD
Pemda
*  Penyajian Statistik Nasional
*  Penyajian Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah Xk % R A
Analisis Keuangan Daerah Dﬁﬁ NASA -
UU Nomor
23 Tahun Definisi Semula

2014

T

REFERENSI PROGRAM [E<" /_ﬁ
G|
& INDIKATOR KINERJATK H S REFERENSI AKUN
o Kodefikasi Akun dari Struktur

REFERENSI SUMBER DANA APBD dﬂn |_E||J|]r'E|n KELIEII’IgEn

NV PEde

*  Penyajian Program berbasis
Urusan & Kewenangan

Pemerintahan Daerah & Unsur REFERENSI FUNGSI “
Pemerintah Daerah

 Penyelarasan Urusan terhadap > Bl G dar?
. REFERENSI Perennanaaq sampali
+  Penyajian Kineria Perangkat Dagrah PERANGKAT DAERA pertanggungjawaban keuangan
 Transparansi Aktivitas berbasis
Lokasi REFERENSI LOKASI g
Penyajian Laporan Kinerja
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DASAR HUKUM

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

UU 23/2014
Pasal 391

Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah

yang terdiri atas, Informasi pembangunan Daerah dan Informasi kevangan
Daerah, yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 395

Selain informasi pembangunan Daerah dan informasi keuvangan Daerah,
Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi

Pemerintahan Daerah lainnya.

Perpres 95/2018 ttg SPBE
Pasal 7

Arsitektur SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan panduan dalam
pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE,
Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang
terpadu secara nasional.

PERPRES 54/2018 TTG STRATEGI NASIONAL
PENCEGAHAN KORUPSI (STRANAS PK)

Terdapat 11 (sebelas) Aksi Pencegahan Korupsi Tahun
2019-2020 yang salah satunya terkait dengan Integrasi
sistem perencanaan dan penganggaran berbasis

elektronik;
- I
DIJABARKAN DALAM SKB 5 MENTERI (KPK,
l Bme:&s, Aﬂdm, Menpan RB, KSP) J

Perpres 39/2019 ttg SDI Pasal 2

Satu Data Indonesia bertujuan memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman
bagi Instansi Pusat dan instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata
kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan
pengendalian pembangunan

Jenis Informasi :

* Informasi Pembangunan Daerah
* Informasi Keuangan Daerah

* Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya

Dikelola dalam

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

(Permendagri 70/2019)

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuvangan Daerah
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2, A

TUJUAN DAN MANFAAT SIPD

« N

SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
(Pengelolaan informasi pembangunan daerah,
informasi keuangan daerah, dan informasi
pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung

untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan

k pembangunan daerah) /

TUJUAN \

* Menyediakan informasi kepada
masyarakat terhadap
penyelenggaraan pemerintahan
daerah

*  Menghasilkan layanan informasi
pemerintahan daerah yang saling
terhubung dan terintegrasi berbasis
elektronik

*  Meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang akuntabel,
efektif dan efisien

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

MANFAAT SIPD BAGI STAKEHOLDERS

— Pemerintah Pusat

* Tersedianya informasi
pemda;

* Bahan pertimbangan
perumusan  kebijakan
nasional;

* Efektivitas dan efisiensi

= pelaksanaan Binwas

Pemerintah Daerah

* Efektivitas dan efisiensi manajemen pemda
melalui  sistem informasi yang saling
terhubung;

*  Mempermudah penyampaian informasi dari
antar tingkatan pemerintahan

Masyarakat

Mendapatkan akses terkait informasi
penyelenggaraan pemda melalui satu pintu
website

Pemerintah Daerah

Mempermudah dalam melihat kondisi daerah
melalui analisis dan profil pembangunan daerah
sebagai dasar pertimbangan investasi.
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POINT PENTING PENGATURAN SIPD

Terdapat 3 informasi pemerintahan daerah

Informasi Informasi Informasi Pemerintahan
Pembangunan Daerah Keuangan Daerah Daerah Lainnya

* Informasi LPPD

* Data perencanaan pembangunan daerah * Informasi prencanaan anggaran daerah

* Analisis dan profil pembangunan daerah * Informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan * Informasi EPPD
. * Informasi Perda

* Informasi Perencanaan pembangunan daerah daerah

e Dst. * Informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah * Dst

* Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan
daerah

* Informasi barang milik daerah

* Informasi keuangan daerah lainnya

Layanan informasi pemerintahan daerah diakses melalui situs jaringan resmi Kemendagri

(sipd.kemendagri.go.id)
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URGENSI PENERAPAN SIPD

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin dinamis, sehingga dibutuhkan suatu sistem
informasi untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan (Binwas)
o‘ penyelenggaraan pemerintahan daerah

Kebutuhan akan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan sebagai salah
satu bentuk Open Government Indonesia (OGI)

Perubahan pola kerja dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai bentuk
adaptasi dalam menjawab tuntutan revolusi industri 4.0.

Tingginya belanja Teknologi Informasi yang belum saling terhubung (silo-silo sistem),
sehingga tidak efisien dan efektif (total belanja TIK Pusat dan daerah tahun 2014-2016 =

12,7 Triliun — Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu)

Kodefikasi program dan kegiatan di daerah yang masih memiliki banyak variasi sehingga
cukup sulit dalam proses sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan pusat dan daerah
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MUATAN FUNGSI SIPD

. Fungsi SIPD Untuk Pemerintah Pusat dan Daerah

Penyatuan
Referensi
Nasional

Data Base
Nasional

Data Base Pembangunan dan
Keuvangan Nasional dan

Referensi Nasional, Urusan,
Bidang Urusan, Program,

Daerah Kegiatan, Sub Kegiatan,
Sumber Dana, Akun Neraca,
LO, Anggaran dan LRA
ﬂ Analisa Data m

Proses Data
Daerah

[
Analisa Data Daerah

Secara Nasional Dapat
Dilakukan Lebih Mudah

Daerah dan
Nasional Proses Perencanaan dan
Keuvangan Daerah

Dilakukan Secara Sistem

Elektronik
06 Koordinasi Evaluasi 03
Daerah dan Secara
Pemerintah Elektronik Evaluasi Perencanaan,
Pusat Kevangan, Kinerja dan

Produk Hukum Dilakukan
Melalui Sistem Elektronik



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

RPJMD

INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH

RKPD

DASHBOARD
DATA PEMBANGUNAN DAERAH

BANGDA

PROVINSI, KABUPATEN/KOTD

KUA/PPAS RAPBD PENATAUSAHAAN AKUNTANSI PELAPORAN

SIPD

SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

INFORMASI
KEUANGAN DAERAH

DASHBOARD
DATA KEUANGAN DAERAH

KEUDA

ISYNIVA3

NIGIOINA

RKPD

—r

» RENJA SKPD |«

A

INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH LAINNYA

LPPD EPPD PERDA

DASHBOARD DATA PEMERINTAHAN
DAERAH LAINNYA

OTONOMI DAERAH, HUKUM

ISYVNIVA3

SINKRONISA

EVALUASI
ISYNTVA3

RESES,POKOK

PIKIRAN

USULAN
HIBAH DAN
BANSOS

USULAN
DESA

USULAN
BANKEU

MUSRENBANG

KUA & ; REALISASI
B)| raveo [P aeo [E)| SPD [ [ P SPM SP2D
PPAS APBD
5 g MONEV
- B —
2 Z 2D
H < REALISASI
| PEMBANGUNAN
ARUS RANCANGAN
LRA NERACA KAS CalK PERDA

.

e
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Permendagri No. 90 Tahun 2014
NOMENKLATUR

Urusan, bidang urusan,
program, kegiatan, dan
sub kegiatan

MUATAN BATANG TUBUH PERMENDAGRI 90/2019

NO OUTLINE JUDUL BAB PENJELASAN
1 BAB | Ketentuan Berisikan definisi istilah yang digunakan dalam LT .
Umum Permendagri l Fungsi
2 BAB Il Klasifikasi, Berisikan bentuk klasifikasi dan dan sistem kodefikasi ’
Kodefikasi dan | nomenklatur yang dibagi antara perencanaan dan
Nomenklatur penganggaran
3 BAB IlI Pemutakhiran Berisikan prosedur dan tata cara perubahan S O O Organisasi
IR - e , ganisasi
Klasifikasi, klasifikasi dan kodefikasi baik yang diusulakn Pemda, AONO
Kodefikasi dan | diusulkan K/L ataupun perubahan karna kebijakan
Nomenklatur nasional dan evaluasi pembangunan 5&
v Sumber pendanaan
4 BAB IV Ketentuan Berisikan ketentuan peralihan dan pemberlakuan.
Peralihan
5 Ketentuan Pengundangan Wilayah administrasi pemerintahan
Penutup

Rekening




Menu Permendagri No. 40 Tahun 2619 § Pemutakhirannye

A. Tata Cara Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Urusan, Bidang Urusan, Program ~ i ifikasi ikasi
o g S ! "4 N Menyajikan Klasifikasi, Kodefikasi, & Menyajikan Klasifikasi, Kodefikasi, & SLIlTlI]EF PEndanaan

Kegiatan & Sub Kegiatan [ BEL |\ nomenklatur Urusan, Bidang Urusan, ggmenll:latur Zumk_)eg pendapiatle:n yang
\ p  Kegiatan, Sub Kegiat igunakan sebagai dasar pelaksanaan

Ul 23/2014 & PUU Sektoral ) pigf’;ﬁ: danng;; /al?ota P REEIEER | brogram, kegiatan & sub kegiatan baik PP 71/2010, PP 12/2013 & Pedum

S Al/.f yang bersifat umum maupun khusus APBD
: ' VN . _ | Menyajikan Klasifikasi, Kodefikasi, & o : :

FUHQSl ' DRE \ (l\i/[enya]lkartl) Fpenyelarasan Furll(g51 nomenklatur  wilayah  administrasi Administrasi KEWIlBthEﬂ
\ 1] B_eélgan Sub FrEesifErtri i mulai dari provinsi, Kabupaten/Kota

PP 12/2013 & PMK 102/2018 \. y) idang Urusan hingga kelurahan dan Desa Permendagri 72/2019

DFQEHiSBSi ’ '{‘"\% Menyajikan Klasifikasi, Kodefikasi, & Menyajikan Klasifikasi, Kodefikasi, & REkEﬂiﬂg
[ ) nomenklatur atas rekening mulai dari
\ F& G ] nomenklatur  perangkat daerah oy I I Tenis. Obiek Rinci

PP 18/2016 & Perubahannya serta /' berdasarkan urusan Obgr; de OSmlP;OR' ]e'mS’Ob']i , Rincan PP 7172010, Permendagri 108/2016

PUU Sektoral lainnya N Jex dan sub riiclan Lbje £ BUSAP

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang disajikan dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019 TIDAK MENGATUR NORMA BARU dikarenakan hanya
menyajikan YANG TELAH DIATUR dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam penyajiannya kodefikasi tertata secara DINAMIS
sesuai URUSAN dan UNSUR karena akan selalu MEMUTAKHIRKAN dengan menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Dengan PEMUTAKHIRAN, maka setiap penambahan/perubahan kodefikasi dan nomenklatur dilaksanakan secara terpusat oleh KEMENDAGRI baik
melalui usulan pemerintah daerah maupun perubahan kebijakan/peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat.




Program, Kegiatan &
Sub Kegiatan hanya
berlabel urusan

Administrasi
Kewilayahan digunakan
untuk mengetahui lokasi

Sub Kegiatan dan BMD

Organisasi dibentuk untuk
melaksanakan urusan yang
diterjemahkan dalam Tugas
dan wewenang

Menterjemahkan
UU No. 23 Tahun 2014

Fungsi digunakan
untuk diselaraskan
dengan Urusan

Sumber pendanaan
digunakan untuk
mengetahui penggunaan
sumber pendapatan dalam
setiap pencapaiaan output

Kode Rekening digunakan untuR—
mencatat setiap transaksi Aset,
Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,
Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-
LO, beban




Prinsip Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Ke dalam Organisast Perangkat Dazrah

PROGRAM/KEGIATAN/SLUB KEGIATAN

ORGANISASI PELAKSANA LIRUSAN/UNSLR MENTER.JEMAHKAN LRUSAN/UNSLR

Dalam Permendagri Nomar 30 Tahun 2013 Organisasi
Perangkat Daerah dibentuk secara dinamis dan
berjenjang untuk menterjemahkan secara teknis
urusan pemerintah daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan

Dalam Permendagri Nomor 30 Tahun 2018
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan disusun berdasarkan
urusan pemerintah daerah dan unsur dalam
pemerintah daerah untuk menghasilkan keluaran
berdasarkan indikator kinerja dalam pencapaian visi
dan misi kepala daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan

PEMILIHAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN BERDASARKAN TUSI

Organisasi perangkat daerah yang dijabarkan kedalam tugas dan fungsinya, akan
memilih dan melaksanakan serta mendanai program/kegiatan/sub kegiatan yang
tersedia dalam Permendagri Nomor 30 Tahun 2013 dalam rangka mencapai
tujuan pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang
diterjemahkan secara teknis berdasarkan indikator kinerja secara berjenjang




Untuk memastikan kesesuaian nomenklatur

dengan kewenangan,

desain

Pesain Penyusunan Pragram, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan yang

aktifitas baik program maupun kegiatan diterjemahkan dari lampiran UU 23 adi
tahun 2014. Sub Kegiatan diturunkan dari SPM dan NSPK urusan l jadi |
pemerintahan kewenangan
s Ne-r—p SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 2 3 4 5]
Program 1. |Izin Lokasi Pemberian izin lokasi lintas | Pemberian izin lokasi lintas | Pemberian izin lokasi dalam
Daerah provinsi. Daerah kabupaten/kota | 1 (satu) Daerah
> dalam 1 (satu) Daerah | kabupaten/kota.
provinsi.
Kediat 2. | Pengadaan Tanah | Pelaksanaan pengadaan | Penetapan lokasi pengadaan -
eglatan Untuk Kepentingan | tanah untuk kepentingan |tanah untuk Kkepentingan
Umum umum. umum provinsi.
3. | Sengketa Tanah | Penyelesaian sengketa tanah | Penyelesaian sengketa tanah | Penyelesaian sengketa tanah
Garapan garapan lintas Daerah | garapan lintas Daerah | garapan dalam = Daerah
provinsi. kabupaten /kota dalam 1 | kabupaten/kota.
rSaro DT provhrs >
4. |Ganti Kerugian dan | Penyelesaian masalah ganti [ Penyelesaian masalah ganti [ Penyelesaian masalah ganti

Santunan Tanah Untuk
Pembangunan

kerugian dan santunan
tanah untuk pembangunan
oleh Pemerintah Pusat.

kerugian dan santunan tanah
untuk pembangunan oleh
Pemerintah Daerah provinsi.

kerugian dan santunan
tanah untuk pembangunan
oleh Pemerintah Daerah

Sub kegiatan merupakan bentuk implementasi dari NSPK pada masing-masing

kewenangan




Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

J Program disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

) Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan

J Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai
dengan ketentuan perundang undangan.

Program

\ 4 \ 4 \ 4

MENJADI

Program Kegiatan Sub Kegiatan
menterjemahkan menterjemahkan menterjemahkan
Sub Urusan Kewenangan alctivitas /layanan
Pemerintah Pusat,
Provinsi, dan
Kabupaten/Kota




Jenis SPM

Contoh: Membangun Sub Kegiatan berangkat dari Aktivitas dan Layanan:

a. Dibangun dari Norma PP Konkuren (NSPK)
b. Dibangunan dari SPM (PP No.2 Tahun 201 8)

Urusan
Pemerintahan
Wajib - Pelayanan
Dasar

Q kesehatan
|

pekerjaan umum dan
penataan ruang

&
@ perumahan rakyat dan
kawasan permukiman

ERIAN PERUMAHAN
EPUBLIK INDONESI/

¢

¢ e
* o)
29K |
&) \
)
?

SXR4ua Wi

ketenteraman,
ketertiban umum, dan
pelindungan masyarakat

N\

%

EPARTEMEN SOSIA
REPUBLIK INDONESIA

sosial




Provinsi

1.pelayanan kesehatan bagi penduduk
terdampak krisis kesehatan akibat
bencana dan/atau berpotensi bencana
provinsi

2.pelayanan kesehatan bagi penduduk
pada kondisi kejadian luar biasa provinsi

Standar teknis Mutu

ndar jumlah dan kualitas
yrang dan/atau jasa

ndar jumlah dan kualitas
sonel dan SDM Kesehatan

tunjuk teknis atau tata cara
enuhan standar

SPM KESEHATAN - Jenis & Standar mutu Pelayanan dan Penerima layanan

Kab/Kota (yang bersifat
peningkatan/promotif dan
pencegahan/Preventif)

pelayanan kesehatan ibu hamil
pelayanan kesehatan ibu bersalin
pelayanan kesehatan bayi baru lahir
pelayanan kesehatan balita

pelayanan kesehatan pada usia pendidikan
dasar

pelayanan kesehatan pada usia produktif
pelayanan kesehatan pada usia lanjut
pelayanan kesehatan penderita hipertensi

pelayanan kesehatan penderita diabetes
melitus

pelayanan kesehatan orang dengan
gangguan jiwa berat

pelayanan kesehatan orang terduga
tuberculosis

pelayanan kesehatan orang dengan risiko
terinfeksi virus yang melemahkan daya
tahan tubuh manusia (Human
Immunodeficiency Virus)




Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Urusan, Bidang Urusan,
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Provinsi

K

abupaten/Kota

1] 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
1| 02 |02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN || 1| 02 02 FERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAEKAT MASYARAKAT
Penyediaan  Fasilitas  Pelayanan, Sarana, Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk
1102 lool 101 Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP||1| 02 | 02 | 2.01 UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten
) Rujukln, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kota
Provins: il o2 | oo |20l o1 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan
1102 lo2l 101! 01 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan ' Prasarana Pendukungnya
_ _ Prasarana Fendulﬂl;llng;lya . 1| 02 | 02 | 2.01 | 02 |Pembangunan Puskesmas
1 D_‘;‘] 021 1.01 | 02 |Pemb m};gunan Fasjllmi’ Ee;?hatan Lainnya 1| 02 | 02 | 2.01 | 03 |Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1 8; gg 131 gi Eengembangan Eun’;a I:; t A T 1| 02 | 02 | 2.01 | 04 | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
. : — RS SETRAL S 88 ftas fesehatan Lamnnya 1| 02 | 02 | 2.01 | 05 |Pengembangan Rumah Sakit
1] 02 |02 1.01 | 05 |Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan - -
P b - - 1| 02 | 02 | 2.01 | 06 |Pengembangan Puskesmas
engembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan S — :
oo Lol 101! oe di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus || 1] 02 | 02 | 2.01 | 07 |Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
: Pulau,  Pelayanan Kesehatan Berbasis || 1| 02 | 02 | 2.01 | 08 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
Telemedicine, dl) . : — 1| 02 | 02 | 2.01 | 09 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
1l o2 lo2|101] o7 Eengimbﬁﬂgm} LIT?;{E _Fefiélha-?:ian F;iﬂ]itﬁs 1l o2 o2 1201 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas
ese atqn | egional, Elrgmna mn.tlnanc.: “enter : Kesehatan Lainnya
11 o2 o2l 101! o8 Re_hab111tas1 dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan
Lainnya
1] 02 |02 1.01 | 09 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Salkit
Iy : Teadils
11 o2 1ozl 101! 10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik

Fasilitas Layanan Kesehatan




Klasifikasi, Kodefikast dan Nomenklatur Organisasi

URUSAN PEMERINTAHAN WAIJIB YG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN WAIJIB YG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN -

PP NOMOR 18 TAHUN 2016
UNSUR PENDUKUNG
=
UNSUR PENUNJANG HHSHE
UNSUR PENGAWASAN —»

UNSUR PEMERINTAHAN UMUM mmmg Kesbangpol




Klasifikasi, Kodefikasi dan Nonmenklatur Organisasi

Pemetaan (Mapping) Organisasi

IMuastrasi: 1 (satu) perumpunan
Dinas Pendidikan

menyajikan alternatif-alternatif
perumpunan organisasi  berdasarkan 1-1 0-0 | 0-0
kODdiSi dl pemerintah daerah balk wajib vang berkaitan dengan Bidang Pendidikan
. . pelayanan dasar
provinsi maupun kabupaten/kota.
Klasifikasi dan kodefikasi organisasi  Hustrasi: 2 (dua) perumpunan
bersifat baku yang disusun berdasarkan  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
urusan pemerintahan dan unsur-unsur 1-1 2-22 0-0
yang melaksanakan urusan pemerintahan. wayib yang Bidang wayib yang tidak | Bidang
. . berkaitan Pendidikan berkaitan dengan Kebudayaan

Sedangkan nomenklatur organisasi dengan pelayanan dasar
menyesuaikan perumpunan EEIE"YE'M“

. . asar
sebagaimana telah diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan. Ilustrasi: 3 (tiga) perumpunan

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
. ,
. 1-1 2-22 2-19
1 wagib vang | Bidang wajib vang Bidang wajib vang | Bidang
e - > berkaitan Pendidik | tidak Kebudaya | tidak Kepemudaa
1 dengan an berkaitan an berkaitan 1 dan
: pelayanan dengan dengan Olahraga
dasar pelayanan pelayanan
dazar daszar




Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Sumber Pendaaan

PP NOMOR 71 TAHUN 2010

Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sumber pendanaan ditujukan

untuk mengelompokan sumber dana berdasarkan tujuan penggunaan PA_D:

dana dalam rangka pengendalian masing-masing kelompok dana. Dana Umum Pajak Daerah

Tujuan dari pemisahan jenis dana adalah untuk pengawasan/control, RetljlbuSI Daerah -
akuntabilitas/accountability dan transparansi/transparency (CAT). R Ha.51l P.engelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sumber pendanaan terdiri " Lain-lain PAD yang Sah

atas:

Pendapatan Transfer:
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Dana umum atau general fund adalah dana yang digunakan Pendapatan Transfer Antar Daerah
sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, terdiri dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:
pendapatan asli daerah, dana transfer dari APBN yang bersifat Hibah

blockgrant dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

. Dana Umum

v

\ 4

* Dana Khusus
Dana khusus atau restricted fund adalah dana yang digunakan
sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan PAD:
daerah yang sudah jelas penggunaannya/peruntukkannya dalam Dana Khusus Pajak Daerah
rangka desentralisasi, terdiri atas pendapatan asli daerah yang Pajak Kendaraan Bermotor
peruntukannya telah ditentukan sesuai dengan ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor untuk
peraturan perundang-undangan, dana transfer dari APBN yang Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan
bersifat earmarked, bantuan keuangan dengan tujuan tertentu, serta Peningkatan Moda dan Sarana
dan hibah dengan tujuan tertentu. Transportasi Umum

v



Klasifikasi, Kodefikasi dan Nonmenklatur
Adninistrasi Kewilayahan (Lokast)

PERMENDAGRI NOMOR 72 TAHUN 2019

E. KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRAS] PEMERINTAHAN PFROVINSI, KABUPATEN /KOTA. KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN SELURUH INDONESLA

N OVINSI JUMLAH NaMaA J JUMLAH LITAS JUMLAH
KODE NAMA PR ! WILAYAH | PENDUDUK KETERANGAN
KABUPATEN / KOTA . i) )
! KABR | KOTA KECAMATAN HKELURAHAN DESA (Km]
11 ACEH UL Noe. 11 Tabun 2006
1101 EKAR) ACEH SELATAN 18 i 3.B41,50 230 254
11401041 1 Bakongan 7
1 1.0 0.0l 1 Hewde Bakongam
11001 0 ooy 2 Upong Marngki Ferludicsn corma srauni Sural Pembkals fech Selatan
Mo 140/ E0D D016 ml 14 alt JI0LE dan Rekomedsmi Datjes Hina
Pemdea Ma. 14636872 /BPD gl 21 Juans 2017
1101 81 HhHO3 3 Upong Padang Perbadann o acnini Sucal Pemkals Acech Sclatan
Mo 140/ 809 2016 ml 14 okt JI0LE dan Eekaomedimi Detjen Hina
Pemelea Ma. 146/ 36872 /BPD gl 1 Juans 2017
1100 a1 20048 4 Campong Drien Ferbsdicsn coura: sexiuni Surmt Permmkabs dsrh Sclatan
Mo 140/ E0D D016 ml 14 ekt J0LE dan Rekomedsmi Datjes Hina
Fremedea Mo, 146/ 3872 /BEPD ml 1 Juns 23017
Hulot Candeng Menjadi wil Kee. Koba Bahagis Perda Mo, 3703000
Seuneub=nk Kewranjl Menjadi wil Kec. Koba Bahagia Perda Mo, 3/3000
R bsrong Menjadi wil Kee. Koba Bahagis Perda Mo, 3703000
Crumong Rayeuk Menjadi wil Kee. Koba Bahagis Perda Mo, 3703000
Heunang Menjadi wil Kee. Koba Bahagis Perda Mo, 3703000
Jamio Kenpok Menjadi wil Kee. Koba Bahagis Perda Mo, 3703000
Lijpomngg Tamanh Menjadi wil Kec. Koba Bahagia Perda Mo, 3/3000
o e Menjadi wil Kee. Koba Bahagis Perda Mo, 3703000
Seuneube=nk Adur Menjadi wil Kee. Koba Bahagis Perda Mo, 3703000
Hualod
Alurdissmnans Menjad wil Koo, Koba Bahagia Perda Mo, 3/ 3000
1101 £¥1. 015 5 Darul Tkhsan Pemeloumnn Deas, Chanian Mo, &/ 2000
1101 81 218 6 Padang Bewrahan Pemeldourmn Deas, Qunian Noe. &/ 20010, Perbsiikoas nama scsisss
Sairnl Pemkals Acch Sclatan Me. 140 FE10 / I0EE tgd 14 akt 2016
dan Rekamedan Dhigen Bane Prosdea Ne. 146 /367 2/ BFD 1 21
Jisni JH1T
1101 .0 0T 7 Gampong Hano Femeloemn Deas, Conuan No., &/ 3000
1101 02 F  EKluet Utara ¥
1101 K200 1 1 Fajar Harapian
1 ].I.'II.LI.E.:!\'.ID.'JI 2 Krueng Banes
1 J.ul.uz.;ru-:-al = Pasl Huala Azahan
1 ].I.'II.U.E.:!\'.IDQI 4 Trunung Fubs




Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur
Rekening dalam pengelolaan keuangan daerah
merupakan alat dalam proses perencanaan
anggaran, pelaksanaan penatausahaan dan

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rekening (Akun)
akuntansi serta pelaporan keuangan daerah

PP NOMOR 12 TAHUN 2019 o
Aset \
Kewajiban KELOMPOK
Ekuitas
yang terdiri atas akun, kelompok, jenis, objek,
rincian objek, dan sub rincian objek. ,
—e
Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur ! [ — \ JENIS
rekening meliputi aset, kewajiban, ekuitas, - Penyusunan | BSOS

pendapatan/pendapatan-LRA, belanja, Anggaran & LRA Pembiayaan

pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban. B

Penyusunan Kklasifikasi, kodefikasi dan 4‘\ DIEBC
nomenklatur rekening digunakan dalam
tahapan penganggaran, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah yang
dihasilkan dari laporan keuangan primer
ditinjau berdasarkan sumber
informasi/transaksi penyusun laporan
keuangan yakni Neraca, LRA dan LO

RINCIAN OBJEK

SUB RINCIAN OBJEK



Latar Belakang

Landasan Kebijakan & Tujuan

Perluasan Definisi BAS

Permendagri No. 70 Tahun 2019

Permendagri No. 30 Tahun 2019 & Pemutakhiran

Pemetaan dan Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2020

Strategi Implementasi Perencanaan Pembangunan & Pengelolaan
Keuangan Daerah dalam Kerangka Satu Data Satu Sistem

AN NI NNV NN



Pasal 8

Klasifikasi, dan Nomenklatur telah

Kodefikasi, yang
digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka
menengah daerah provinsi, kabupaten/kota dan yang telah
ditetapkan sebelum Peraturan Menteri in: mulai berlaku tetap
digunakan dan dilakukan penyesuaian secara bertahapr mulai

tahur. 2020.

Permasalahan Implementasi

Pasal 9
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Lampizan III

dan Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
2013

Pemerintah Berbasis

Tahun Standar Akuntansi

tentang
Akrual peda Pemerintah Laerzh
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Penerapan

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari

2020.

PERMASALAHAN PERDA RPJMD SAAT INI PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN PERMENDAGRI

NO.13 TAHUN 2006 jo PERMENDAGRI 21/2011, SEDANGKAN APBD TA 2021

YANG DOKUMEN

PERENCANAAN DISUSUN 2020 WAJIB MENGGUNAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019????



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 27 Januari 2020
Yth. 1. Gubemur; dan

2. BupatWalikota
di-
Seluruh Indonesia
SURAT EDARAN
NOMOR 130/736/SJ
TENTANG

PERCEPATAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
Dalam rangka percepatan implementasi dan terwujudnya integrasi proses Sistem

Informasi Pemerintahan Dasrah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menten Dalam

Negerl Nomor 70 Tshun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan

Persturan Menteri Dslam Megeri Nomor 0 Tahun 2019 tentang Klasifikasl, Kadefikasi

dan Nomenklatur Perencenaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, bersama ini

disampaikan kepada Saudarafi hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan langkah-langkah percepatan melalui integrasi proses peryusunan
perencanaan pembangunan daersh, dan pengelolasn keuangan daersh, Laporan
Penyelenggeraan Pemerintahan Deersh (LPPD), Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD), dan pengawasan penyelenggaraan pemenntshan
daerah, pada satu piatform sistem informasi pamenintaban daerah,

2. Gune efektifitas pelskzanaan tugas dan fungsl koordinasi serta pembiraan dan
pengawasan dalam fal penyelenggarsan pemerintahan di deeral® dalam
mendukung pelaksanaan percepatan sistem informasi pemerintahan deevah maka:
a. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 tetap

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dasrah RPJMD)
yang berlaku, Pemerintah Daersh segera melakuken proses pemetaan
(mapping) terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMC dengan
program, kegiatan dan sub kegiatan, untuk kemudian dilakukan penmgrrsn
dengan nomenkiatur perencansan pembangunan daerah sebagaimana diatur
dalam Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 90 Tehun 2018 dan RPJMN
2020-2024;

b. Hasil pemetaan temadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD
sebagaimana dimaksud pada huruf 8, manjadi acuan dalam penyusunan RKPD
dan KUA-PPAS, sepanjang tidak merubsh target dan indiketor dalam RPJMD:

¢ Hasil Pemetaan sebagaimana dmaksud pada huruf b, dituangkan dalam bentuk
berita acars; dan

d. Bagi Daerah yang akan melaksanakan Pilkada Tahun 2020 penetagan program
dan kegiatan datam penyusunan RPJMD, RKPD, dan Renstra Perangkst Daerah
berpedoman pada Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomer 80 Tahun 2018,

2-

3. Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun
berdasarkan Persturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daarah, Persturan Menter Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2018 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2019 t2ntang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keusngsn Daerah,

4. Sesual Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD pada
Pasai 5 Ayat (2) mengamanatkan bahwa SIPD diskess melalu situs jadngan resmi
Kementerian Dalam Negen yaitu: hitps.//sipd.kemendagri.go.id

5. Hal-hal teknis terkait ak3es dan pengoperasian sstern dapat berkoordinas! dengan
Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam. Negeri melsiui Pusat Dats dan Sistem
Informasi Kementenian Dalam Negeri, Telephone 021-3811120, e-mail:
sipd@kemendagn.go.id.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wekil Presiden Repblik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bideng Politk, Hukum da amanan,

PO

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD pada

Pasal 5 Ayat (2) mengamanatkan bahwa SIPD diakses melalui situs jaringan resmi
Kementerian Dalam Negeri yaitu: https:/sipd.ke r.go.id.




KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Permendagri No. 40 Tahun 2020

TAHUN 2021

Menyusun

MELAKUKAN PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SESUAI DENGAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN/

NOMENKLATUR YANG DIATUR DALAM PUU

I




KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DALAM HAL PROSES PEMETAAN TERDAPAT PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2021 YANG BELUM

SESUAI DENGAN:

+ KLASIFIKASI;

+  KODEFIKASI; DAN
+ NOMENKLATUR.

PASAL 12

{ DILAKUKAN BERDASARKAN
DILAKUKAN PEMUTAHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI & NOMENKLATUR PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN. T

4 o )
BAGI DAERAH YANG TIDAK MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN
KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PROGRAM,
KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN,
HASIL PEMETAAN MENJADI BAGIAN MUATAN PADA
PERKADA TENTANG RKPD PROVINSI DAN RKPD

KABUPATEN/KOTA.

- /

BAGI DAERAH YANG MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN
KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PROGRAM,
KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN,

PROSES PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TETAP DILANJUTKAN SETELAH PEMUTAKHIRAN DILAKUKAN.

- /

MENJADI BAGIAN LAMPIRAN PERKADA
TENTANG
RKPD PROVINSI DAN RKPD KABUPATEN/KOTA.




KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Permendagri No.64 Tahun 2026

PASAL 2

AN
EE RUANG LINGKUP PEDOMAN PENYUSUNAN

APBD TA 2021, MELIPUTI:

@ SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN @ =
KEBIJAKAN PEMERINTAH;

= >
@ PRINSIP PENYUSUNAN APBD; % A
@ KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD; o

TERCANTUM DALAM LAMPIRAN YANG MERUPAKAN
BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI PERATURAN
MENTERI INI.

@ TEKNIS PENYUSUNAN APBD; DAN —"""7" | DOKUMEN PENGANGGARAN DALAM PENYUSUNAN APBD TA 2021
\| | DITUANGKAN DALAM FORMAT YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN YANG
@ HAL KHUSUS LATNNYA. ="/ | MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI PERATURAN MENTERI INI.

BERPEDOMAN PADA

Dalam hal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomen
klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, pemerintah daerah
melampirkan hasil pemetaan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dalam RKPD Tahun 2021.

loﬂ

Hasil pemetaan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam RKPD
e Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam

PENYUSUNAN
KUA & PPAS penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS.
S /




HASIL PEMETAAN & USULAN

Rapat TAPD Tentang Hasil Pemetaan dan
mengajukan usulan atas klasifikasi, kodefikasi dan
nomenklatur apabila belum terakomodir dalam
Permendagri No. 90 Tahun 2019

PENYAMPAIAN HASIL
PEMETAAN

Penyampaian Hasil Pemetaan dan Penyepakatan
Berita Acara ke Kemendagri untuk selanjutnya
dilaksanakan verifikasi oleh tim dan dilakukan
pembahasan dengan TAPD (jika diperlukan)

VERIFIKASI HASIL
PEMETAAN

Kemendagri melakukan verifikasi atas hasil
pemetaan dan usulan klasifikasi, kodefikasi dan
nomenklatur dari pemerintah daerah, untuk
selanjutnya diidentifikasi dan dibahas dalam

rapat tim
PENERBITAN
PEMUTAKHIRAN

Kemendagri menerbitkan pemutakhiran klasifikasi,
kodefikasi dan nomenklatur yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri

Tahapan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

SOSIALISASI

Sosialisasi untuk menyamakan persepsi dalam

penerapan Permendagri No. 90 Tahun 2019

yang dilaksanakan secara:

* terpusat oleh Kemendagri

* di daerah baik di provinsi maupun di
kabupaten/Kota

PEMETAAN TAPD

Pemetaan dilaksanakan oleh TAPD terlebih dahulu
untuk menyamakan pola pemetaan yang akan
dilaksanakan oleh setiap bidang terhadap
mitranya

PEMETAAN SKPD

Pemetaan SKPD melalui Desk Perangkat Daerah
yang diasistensi langsung oleh setiap bidang di
TAPD

REVIEW HASIL PEMETAAN

Review dan Evaluasi Hasil pemetaan dari setiap
Desk serta Penandatangangan Berita Acara
Cascading oleh Perangkat Daerah



Pemetaan BIL terhadap Sub Kegiatan

Peraturan Menteri Palam Negeri Nomor 90 Tahun 2014
c T Pemetaan belanja pegawai ditempatkan dalam:
balanie Tidak Lannsing * sub kegiatan “Gaji dan Tunjangan ASN” untuk ASN;

> B Pegawai > B. Pegawai _— "« sub kegiatan “Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”;
* sub kegiatan “Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD”
> B Bunga > B.Barang & Jasa
> B Subsid > B.Bunga /_
> B Hibah > B Subsidi Pemetaan belanja subsidi ditempatkan dalam pada sub kegiatan “Penyusunan Kebijakan dan
Alokasi Subsidi”
> B. Bantuan Sosial > B. Hibah \
> B. Bantuan Keuangan _ _ _ _ _
* Pemetaan belanja Bantuan Sosial terencana berupa uang ditempatkan dalam sub kegiatan di
> B.Tidak Terduga > B.M.Tanah masing-masing SKPD sesuai dengan kewenangannya yang salah satu pencapaian outputnya
_ melalui pemberian bantuan sosial berupa uang”.
Belanja Langsung > B. M. Peralatan & Mesin * Pemetaan belanja Bantuan Sosial tidak terencana berupa uang ditempatkan dalam belanja
_ tidak terduga pada sub kegiatan “Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak”.
> B. Pegawai > B.M. Gedung & Bangunan
_ o Pemetaan belanja Dana Bagi Hasil pada kelompok belanja tidak langsung ditempatkan dalam
> B Barang & Jasa > B.M Jalan, Jaringan f Irigasi sub kegiatan “Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi/Kabupaten/Kota”
> B. Modal > B.M. Aset Tetap Lainnya * Pemetaan belanja Bantuan Keuangan Umum pada kelompok belanja tidak langsung
ditempatkan dalam sub kegiatan “Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
Umum”
Pemetaan belanja Bantuan Keuangan Khusus pada kelompok belanja tidak langsung
ditempatkan dalam sub kegiatan di masing-masing SKPD sesuai dengan kewenangannya yang
> B. Bagi Hasil salah satu pencapaian outputnya melalui penyaluran/pemberian bantuan keuangan khusus.
> B. Bantuan Keuangan Pemetaan belanja tidak terduga pada kelompok belanja tidak langsung dipetakan pada sub

kegiatan “Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak”



Latar Belakang

Landasan Kebijakan & Tujuan

Perluasan Definisi BAS

Permendagri No. 70 Tahun 2019

Permendagri No. 30 Tahun 2019 & Pemutakhiran

Pemetaan dan Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2020

Strategi Implementasi Perencanaan Pembangunan & Pengelolaan
Keuangan Daerah dalam Kerangka Satu Data Satu Sistem

AN N NN N W



Peran Strategis Kemendagri

| -» Pasal 373 e
UU NO. 23 TAHUN 2014 ttg PEMDA ooz () Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
MDN melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.
penyelenggaraan pemda secara nasional pelayanan & pemberdayaan (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan
masyarkat pengawasan terhadap penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah
pembangunan daerah kabupaten/kota.
Demokrasi (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
penegakan hukum dan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.
kesatuan bangsa Pasal 374
(I)  Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi
Penjabaran Visi. Misi. dan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (I) dilaksanakan oleh

sesuai dgn agenda prioritas kerjz Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah
Presiden dan Wakil Presiden.

Penjabaran Program Operasional nunkerryenteman. : _ o
KEMENDAGR] (2) Menteri melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi:
pembagian Urusan Pemerintahan;

kelembagaan Daerah;

kepegawaian pada Perangkat Daerah;

keuangan Daerah;

Koordinasi antar K/L secara terpadu

Melaksanakan program secara efektif,

3
b
C
d.
efisien, bersih berwibawa dim rangka e.  pembangunan Daerah:;
memperkokoh NKR| f
g
h
I
J-

pelayanan publik di Daerah;

kerja sama Daerah;

kebijakan Daerah;

kepala Daerah dan DPRD; dan

bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

SASARAN PEMERINTAHAN DAERAH YG
BERSIH, EFEKTIF DAN DEMOKRATIS




MASTER PLAN

“Indongsia menuju Satu Data Satu Sisten”

Menyesuaikan Klasifikasi, Menyajikan Statistik Menyajikan informasi
Kodefikasi dan Nomenklatup ----------------------nnuv. Kinerja dan Keuangan Nasional --------------------coon-- Pembangunan dan Keuangan Daerah
dengan ULl 23 Tahun 2014 Secara Berjenjang secara Transpacan dan Akuntabel

Urusan, Bidang Urusan, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan

—_— — Perencanaan
Fungsi —
e E Penganggaran
Perangkat Daerah —  Pemerintah Pusat B ~ - ;
B S — elaksanaan a renatausanaan
I

Sumber Pendanaan |

— Akuntansi & Pertanggungjawaban

C —— Pemerintah Provinsi
L - |
Administrasi Kewilayahan (lokasi) — Pelaporan Kinerja & keuangan
S——— H Pemerintah | —
Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian =~ — Kabupaten/Kota L Evaluasi Reviu B Audit

Objek, Sub Rincian Objek




Strategi Perencanaan Pembangunan & Pengelolaan Keuda

kesutukaN INFORMASI  Siklus Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

» Ll AN PERENCANARN  TAHAPAN PELAKSANAAN
o BIDANG URLSAN  RPJMD - Renstra
 PROGRAM  RKPD - Renja * DPA-SKFD
o KEGIATAN o KUA - PPAS ° Anggaran. Kas & SPD
. CUR KEEIATAN «  RKA-SKPD « TIransaksi Penerimaan
. FUNGS| «  Rancangan Perda APBD e Transaksi Pengeluaran (SPP-SPM-
« [REANISAS| * Rancangan Perkada SPZD'SP'_J) | |
. SUIMBER DANA Penjabaran APBD « Transaksi Akuntansi berbasis Akrual
o LOKASI
« AKUN
e KELOMPOK
. NS TAHAPAN PENGAWASAN &
. ORJEK ~ PEMERIKSAAN TAHAPAN PERTANGELUNB.JAWABAN &
. + Evaluas (4) PELAPORAN
RINGIAN OBJEK . Reviy
« SUBRINCIAN OBJEK v ludi » Laporan Keuangan SKPD & Pemda
SE[J tl " * |aporan Kinerja
e Statisti

“kebutuhan informasi harus tersaji secara utuh dan konsisten di setiap tahapan”



BERENCANAAN Il:eral? TAI.JD menjadi vitgl dalgm mengendqlika.n
onsistensi dan korelasi logis antara Kinerja
(sasaran, outcome, output) dan Keuangan dalam
setiap dokumen perencanaan pembangunan dan
penganggaran yang disusun oleh Perangkat Daerah.

P d _ Kode Urusan, Bidang Urusan, Program,
Emda Kegiatan & Sub Kegiatan
° RP‘J M [] Kode Organisasi
° RKPD Kode Lokasi (Administrasi Kewilayahan)

4 Kode Sumber Pendanaan

Kode Rekening (jika input dari rincian)
v 3
&
Perangkat Daerah : &
&

* Renstra N

- &
* Renja &

KUA - PPAS
 RKA-SKPD
 Rancangan Perda APBD

 Rancangan Perkada

Penjabaran APRD

° Kode Urusan, Bidang Urusan,
Program, Kegiatan & Sub Kegiatan
Kode Organisasi

° Kode Lokasi (Administrasi

Kewilayahan)
Kode Sumber Pendanaan

° Kode Rekening

Konsistensi penyajian informasi pada setiap
tahapan perencanaan pembangunan hingga
Perencanaan anggaran menggunakan kodefikasi
dan nomenklatur yang mengacu pada Permendagri
No. 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya.



Pada tahapan PELAKSANAAN akan selalu tersaji informasi
pada setiap transaksi PENATAUSAHAAN yang bersanding
dengan transaksi AKUNTANSI juga pencapaian KINERJA
secara bersamaan melalui SIPD sebagai bagian dari Sistem
Pengendalian Intern (SPI) di perangkat daerah

 Transaksi Penatausahaan Pendapatan
 Transaksi Akuntansi Pendapatan LRA & LO

e Transaksi Akuntansi Neraca

Transaksi Penatausahaan Belanja
Transaksi Akuntansi Belanja (LRA)
Transaksi Akuntansi Beban (L0)
Transaksi Akuntansi Neraca
Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Transaksi Penatausahaan Pembiayaan
Transaksi Akuntansi Pembiayaan (LRA)
Transaksi L0 dan Neraca

Evaluasi
Reviu
Audit
Statistik

Laporan Keuangan SKPD
Laporan Keuangan Pemda
Laporan Kinerja

DPA-SKPD
Anggaran Kas
SPD

PELAKSANAAN

PENGAWASAN &

PEMERIKSAAN

Aktivitas Pengawasan dan
pemeriksaan dapat dilakukan di
setiap transaksi baik oleh APIP
maupun BPK-RI

Selain itu, penyajian kebutuhan
informasi dapat dilakukan secara
realtime dan secara berjenjang dari
level perangkat daerah, pemerintah
daerah hingga Pemerintah Pusat



TIMELINE

“Indongsia menuju Satu Data Satu Sistem”

PMDN 90 Tahun 2018 Pemetaan & pemutakhiran Penerapan Permendagri Penggunaan Klasifikasi,
K| dibikesi « Pemda melakukan pemetaan program 30 Tahun 2013 pada Kodefikasi & Nomenklatur
Kodefik E dan kegiatan ke permendagri 90 Pelaksanaan APBD TA 2021 dalam RPJMD yang telah
oderikasi Tahun 7019 mengacu Permendagri 90
Nomenklatur * Kemendagri melakukan pemutakhiran

atas usulan pemda, perubahan

‘ (ebiakan dan PUL

SATU DATA

2021 2022
v
=
L
@
175} PMDN 70 Tahun 2019 Pelatihan & Penerapan Penerapan SIPD pada fase Penerapan SIPD dengan
|:_) S| : * Pelatihan setiap hari kerja di Pelaksanaan APBD TA 2021 RPJMD yang mengacu
<< istem Informasi Pusdatin Kemendagri P dagri 90
) ntahan dagrah i g ermendagri
pemerintanan daera * Penyiapan infrastruktur
pendukung SIPD

e Penerapan SIPD pada Pemda
secara Paralel



Langkah Percepatan Implementasi

1. Pemerintah Daerah wajib menerapkan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya serta

menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berdasarkan Permendagri Nomor
70 Tahun 2019

2.  Pemerintah Daerah melakukan pemetaan :

a. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dalam RPJMD/Renstra/RKPD/Renja
terhadap Kodefikasi dan Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

b. Organisasi Perangkat Daerah existing terhadap Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Kode rekening (Akun, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek) masing-masing
pemda terhadap Kode rekening dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

3. Hasil pemetaan menjadi bagian RKPD setelah diverifikasi oleh TAPD perencanaan dengan
diterbitkannnya Berita Acara

4, Proses perencanaan dan penganggaran menggunakan SIPD



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Terinma Kasih

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri



| PENDAPATAN |

Pendapatan Asli Daerah
> Pajak Daerah
> Retribusi Daerah

> Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg
Dipisahkan

> Lain -lain PAD yg Sah

Pendapatan Transfer

> Transfer Pemerintah Pusat

> Transfer Antar Daerah

YV V V V V

Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah
> Hibah

> Dana Darurat

> Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUL

LRA

Strubiur APBD

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014

BELANJA

YV V. V V VYV VY

Y

B. Pegawai

B. Barang & Jasa
B. Bunga

B. Subsidi

B. Hibah

B. Bantuan Sosial

B. M. Tanah

B. M. Peralatan & Mesin

B. M. Gedung & Bangunan

B. M. Jalan, Jaringan & Irigasi
B. M. Aset Tetap Lainnya

B. Bagi Hasil

B. Bantuan Keuangan

| PEMBIAYAAN |

> 3iLPA

> Pencairan Dana Cadangan

> Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan

> Penerimaan Pinjaman Daerah

> Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

> Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PULU

Pengeluaran Pembiayaan

> Pembentukan Dana Cadangan

> Penyertaan Modal Daerah

> Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

> Pemberian Pinjaman Daerah

> Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUL




'Laporan Finansial
Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014

BEBAN

| PENDAPATAN-LO | > BPegava
NERACA & LO > B.Barang & Jasa
Pendapatan Asli Daerah-L0O > B Bunga
_ > B. Subsidi
| ASET > Pajak Daerah-L0 B et
> et Lancar > Retribusi Daerah-L0 > B Bantuan Sosil
= sttt e > Hf':lslll Pengelolaan Kekayaan Daerah yg
5 Asgt] DI|JISEI|'I|(EIH-|.[| > B.P.Peralatan & Mesin
set letap > Lain -lain PAD yg Sah-L0 >  B.P. Gedung & Bangunan
> EEIHEILEEdEﬂgEH Pendapatan Transfer-L0 > B.P. Jalan, Jaringan & Irigasi
> Aset Lai > B.P. Aset Tetap Lai
o6 e > Transfer Pemerintah Pusat-L0 _— A:Zt L:i::y:mnyﬂ
| el > Transfer Antar Daerah-L0 > B Amortisasi ATB
> Kewajiban Jangka Panjang Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah -LO
> Kewajiban Jangka Pendek > Hibah-L0 > B, Bagi Hasil

. EKumAs > Dana Darurat-L0 > B Banuan Keuangen

> Ekuitas > lain-Lain Pendapatan Sesuai PUL-LO > B TdekTorduge

Surplus Non Operasional



Pemetaan BIL terhadap Sub Kegiatan

Peraturan Menteri Palam Negeri Nomor 90 Tahun 2014
c T Pemetaan belanja pegawai ditempatkan dalam:
balanie Tidak Lannsing * sub kegiatan “Gaji dan Tunjangan ASN” untuk ASN;

> B Pegawai > B. Pegawai _— "« sub kegiatan “Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”;
* sub kegiatan “Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD”
> B Bunga > B.Barang & Jasa
> B Subsid > B.Bunga /_
> B Hibah > B Subsidi Pemetaan belanja subsidi ditempatkan dalam pada sub kegiatan “Penyusunan Kebijakan dan
Alokasi Subsidi”
> B. Bantuan Sosial > B. Hibah \
> B. Bantuan Keuangan _ _ _ _ _
* Pemetaan belanja Bantuan Sosial terencana berupa uang ditempatkan dalam sub kegiatan di
> B.Tidak Terduga > B.M.Tanah masing-masing SKPD sesuai dengan kewenangannya yang salah satu pencapaian outputnya
_ melalui pemberian bantuan sosial berupa uang”.
Belanja Langsung > B. M. Peralatan & Mesin * Pemetaan belanja Bantuan Sosial tidak terencana berupa uang ditempatkan dalam belanja
_ tidak terduga pada sub kegiatan “Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak”.
> B. Pegawai > B.M. Gedung & Bangunan
_ o Pemetaan belanja Dana Bagi Hasil pada kelompok belanja tidak langsung ditempatkan dalam
> B Barang & Jasa > B.M Jalan, Jaringan f Irigasi sub kegiatan “Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi/Kabupaten/Kota”
> B. Modal > B.M. Aset Tetap Lainnya * Pemetaan belanja Bantuan Keuangan Umum pada kelompok belanja tidak langsung
ditempatkan dalam sub kegiatan “Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
Umum”
Pemetaan belanja Bantuan Keuangan Khusus pada kelompok belanja tidak langsung
ditempatkan dalam sub kegiatan di masing-masing SKPD sesuai dengan kewenangannya yang
> B. Bagi Hasil salah satu pencapaian outputnya melalui penyaluran/pemberian bantuan keuangan khusus.
> B. Bantuan Keuangan Pemetaan belanja tidak terduga pada kelompok belanja tidak langsung dipetakan pada sub

kegiatan “Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak”



